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A, Latar Belekang Permase .chan

Ki.ta menyadari bahwa kejahatan mernakan "the gg-
cial oldest problem" kare a ia telsh ads dan berkembang
semenjszk nenek moyang man:sia hidup bermesyarakat. Di
Indonesia perkembengen krininalitas i;u nenunjukkan dan
mémperlinatkan arah atau .lecenderungar. ;ung meningket,
baik kuelites maupun kuan:itas yang diialukan dengen
dimensi baru,

Perkemtangan kriminal.itas sangat eret sekali huba-
ngannya dengen perubashan-perubshan dan verkembengun so-
sial yang terjedi di teng h masyarakat yeng sedang me--
ngalemi proses modernisas’, Peningkatan intensitas
serta frekuensi kejahatan lepat dan cukup dijedikan da-
sar penglihatan untuk meng i1t akan secara i[iipotetis bahwe
struktur penyelienggarsen hikum pidana, atuu sistem por-
adilan vidana [criminsl jusilce system) gabagai suetu
mekanisme pencegahen itejahzien belum harj:lan secars
efektif dan efisiens

Dalwm ere pembengunan nasional yar.s nedang dige-
lakken oleh pemerintah dan masyarskat, lebih-lepih lagi
pada era lepas landas, sudith seharusnys wu:aha ini di-

topang dengar. edanya situasi dan kondisi yvang stabil,



PENI A ULUAN

Ao, Latar Belakang Permase .gehan

Kita menyadari behwa kejahatan mern akan "the go-
ciel oldest problem" kare a ia teleh ada dan berkembang
semenjak nenek moyang man:.iia hidup bermesyarekat., Di
Indonesia perkembengen krininalitas i:u nenunjukkan dan
memperlihatkean arsh alau :¢cenderungar . ung meningkst,
bailk kualitaes maupun kuan:itas yang diialukan dengen
dimensi b&aru.

Perkemtangan krimina’.itas sangat erct sekali hubu-
ngannya dengen perubshan-perubashan dan perkembangan so-
sial yang terjedi di teng h masyarakat yeng sedang me--
ngalami proses modernisas’, Peningkatan intensitas
serta frekuensi kejahatan 3iepat dan cukup dijadikan da-
sar penplihatan untuk meng i1akan secara tiipotetis bahwea
struktur penyelenggarzen hikum pidana, atuu sistem per-
adilen pidena [c¢riminsl jusiice system) gabagail suatu
mekanisme pencegahen l'ejahzian belum barj.lan secara
efektif dan e=fisien,

Dalwm ere pembengunen nasional yarg nedang dige-
lekkan oleh pemerintah dan masyaraskat, ilellh-lepbih lagi
pada era lepas landes, sudith seharusnys usaha ini di-

topang dengar adanya situasil dan kondisi yang stabil,



sehingga dapat menjanin kelangsungan perbangunsn nasi-
onal dimaksud. Sarana d:n prasarana yang merupakan
penunjang kemantapan suagana yang stabll, antara lain
adalah struktur dan siste¢n penegakan hukum. Kita me-
ngetahui behwa tujuen um 1 dari kebijakon kriminal
(criminal policy) harusla: terarah pada nerlindungan
masyarakat dan penducduk (lieppiness ot yhe citizen),
kesejelhiteraan masyarskat (voclal welfanze), kehidupan
kultural yang sehat dan maryegarkan, Ser:a untuk men-
capal suatu keseimbangan (equality).

Sehubungen dengan masalah pidana sebagai salah
satu sarena untuk mencapai tujuan dimaksud, meka sudah
barang tentu terlebih dahulu harus dirumuskan apa yang
menjadi tujuan dari pemidanaan itu sendiri, sehingea
ie dapat diharapken sebagii sarana untuk mencapai tu-
juan yang lebih luas legi sebagaimana disebutken di atas
tadi,

Hukum pidana adalah n:rupakan hukum sanksi, di-
mana pemberian sanksi yang tajom diharapknn dapat di-
rasakan oleh para ternridana, Oleh karcena itu pulalah
tujuan pemidanaan mesti diruvmuskan dalem Xitab Undang:-
undang Hukum Pidana.

Bertolak dari perlunye perumusan tujuan pemidana-
an dalem undeng-undang, maca Tim Peranceans KUHP Baru
(KUHP Nasionel) telah mencoba merumuskannya dalam Kon-

sep Rancengan KUHP Beru. Pasal 47 Konsep Rincangrn
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HASIL PEWELITIAN DAN ANALISIS

Bila diperhatikan vncang-undang hikum pidana In-
“donesie akan Jelas kelikartu bah.a pembeuntuk undang-
undany memisahken pengertiec suatars ke johetan dengan
pelanggaran. Hal tevrsetut tamurx dalan cistematika
Kitaeb Undang-undang Hukun Pidana (KUHNI) yang terdiri
dari tige buku, Perihal kejahatan diatur delam buku
kedua, scdangkan perihal pelanggaran diatur dalam bu-
ku ketigan. Demikian pula dalam peruandang-undangan
khusus secara tegas disebutkan bahwa suatu perbuetan
1tu apakah ia merupekan tejahatan atau lnerupakan pe-
langgaran,

Di deram KUHP dietu> ian diveniukan berbagai je-
nis atuu bentuk kejehatan. Deri bentuk-bentulk keja-
hatan ysrg beraneka rTagan itu biesanya olsh para ahli
dikelcmpokkan ke dslam kelomwok -¥elompoi: kejahatan
tertentu. Sebagal sekeder corcol. di antaranya adalah
kejahaten terhadap harta kekayaan (vaivcgel delicten)
veng terdiwril dari berbagei bentuk kejuhatan, antara
lain kejshaten pencurian, kejzhatan peinpggelapan, ke-
Jehatan penadahan, dan lein sebagainya.

beri penelitian ini d:temuken datea, bahwa da’.am
wilayeh hukuam Perngadilan Negeri Padeng ditemukan DU-—
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BAE IV

PENUTUP

Berangkat dari pembahusan-pembahusan dalem  bab
sebelumnyea, naka pada bahigian penutup ini depat di-
kemukekan beberapa kesimjulan sebagel ver: kut:

1. perkembangan kriminalitas di negara kita erat se-
kali hubungannya dengan kondisi masyearakat kita
yeng tengeh menghadap.. proses perub=shen dan per-
kembangan menuju era rnodernisasi;

2. perkembengan kriminalitas akhir-skhir ini antara
lain ditandai oleh muncul der berkembangnya je-
nis-jenis kejshaten berdimensi bati i bideng eko-
nomi;

3. tidak terkendalinys periembrngan ke jahatan dapat
pula disebabkan oleh fal:tor tidak tepatnya peneta-
par. jenis sanksi pidan:,

4. dari sekien bentuk ke:shatan yang ditem1i dalam
masyaraxat, yang sanget menonjol adalah kejehetan
atau delik harta kekayaan, Dari tahur ke tahun ke~
Jahaten harta kekayaan ini memperlihastkan kecende-
Tungan eanglka yang menail;

2. pengulengaen kejahatan (residive) delun wilayah hu-
kum Pengadilan Negeri Pedeng relatif sanget ren-

dah sekali dan hanva tartuju pada delik harta ke-
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cayean;
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engk. residive yang rendeh dapat dijadikan sehagai

seleh setu indikator (di samping ysng lainnya) un-
tuk menilei keberiasilan kits caal im menger.dalikan
kejahatan dan membina ptra pelaku kejahaten:

7. dilihat deri segi umur releku kej hatan, maka yang

mencnjol delam melakukur kejahatan adnalah merek:

yerg tergolongan sebagai renaja dan pemuda, yakni

yang berusia antara 14 sempal 30 tehun; dimers ang -

kanye mencapai 52 ,8%;

8. kejahatan yang menonjol dilakukan olah lalangen re-

maja dar pemuda sdilah kejahutan terhadsy harta ke~
kayaan;

9. semakin rendah tingkat pendidikan pelaku, maka se-
mekin tinggi angke kejuhatan vang dilekukan, Jal
ini terbukti bahwa 52,8% pelaku kejahetan di Kota

Padeng berpendidikan rendah (tingket SD);

10. terlihat adanya keseimt arigan angka antara ke jahatan

yang dilakuken oleh merela yang svcoh berkeluarga
{kewin (52%) dengar mereke yaeng belum berkeluarga
(58%)%

11, sebahagian “Hesar pzlaku kejanatan secsra ekornomis

adalsah berasal dari keluarga yang tidalk 1'ampu

(66,4%);

12. 29,2% dari seluruh kejaietan yeng terijcdi dilelu-

nya

ken oleh mereka yang peterjaan’ adalah sebagai bu-

ruh lepas. Sedangkan burah tetap 40,1%, petani
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20%, sisanya 0,4% adalaa pegawai regeri, Oleh sebab
itu dapat dikatakan bahwe reng menonjol delsm melaku-
ken kejehatan di Kcta Padang adalah para buruh, baik

burul: tetap meupun burun lepas,
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